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1. Pungutan yang dilakukan oleh pemerintah sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan oleh pemerintah secara langsung kepada pembayarnya disebut. . .
a. Pajak langsung 
b. Retribusi
c. Bea materai
d. Bea masuk 
e. Bea cukai
2. Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontra-prestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum. Pengertian pajak tersebut dikemukakan oleh. . .
a. Prof. Dr. M.J.H. Smeets
b. Mr. Dr. Nj. Fieldmann
c. Prof. Dr. P.J.A. Andriani
d. Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H.
e. Prof. Edwin R.A. Seligman
3. Pajak digunakan untuk menjalankan kebijakan dengan cara mengatur peredaran uang dimasyarakat agar harga stabil, merupakan fungsi pajak . . .
a. Budgetair
b. Regularend
c. Redistribution
d. Stabilitas
e. demokrasi
4. Pajak yang pengenaannya memperhatikan kondisi/keadaan Wajib Pajak disebut . . .
a. pajak pusat
b. pajak daerah
c. pajak langsung
d. pajak tak langsung
e. pajak subjektif
5. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumunya. Pajak berikut yang bukan merupakan pajak pusat adalah  . . .
a. pajak penghasilan (PPh)
b. pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
c. pajak penambahan Nilai (PPN)
d. Bea balik nama kendaraan (bbnkb)
e. Pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM)
6. Pajak daerah provinsi adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah (provinsi) dan digunakan untuk membiayai rumah tangganya. Berikut ini yang merupakan pajak daerah provinsi adalah  . . .
a. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
b. Pajak Bumi dan Bangunan
c. Pajak Penambahan Nilai
d. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
e. Pajak Hotel dan Restoran
7. Pajak daerah kabupaten/kota adalh pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah (kabupaten/kota) dan digunakan untuk pembiayaan rumah tangganya. Berikut ini yang merupakan pajak daerah (kabupaten/kota) adalah. . .
a. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
b. Pajak Bumi dan Bangunan
c. Pajak Hotel dan Restoran
d. Pajak Penambahan Nilai
e. Pajak Penghasilan 
8. Pajak yang pengenaannya memperhatikan kondisi/keadaan wajib pajak dan penerapannya di Indonesia sesuai dengan PPh Pasal 21 disebut . . .
a. Pajak pusat
b. Pajak daerah
c. Pajak langsung
d. Pajak tidak langsung
e. Pajak subjektif
9. Demi menghindari kelesuan perekonomian masyarakat, pemungutan pajak harus menjaga keseimbangan kehidupan ekonomi dan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi ataupun perdagangan. Hal ini merupakan syarat pemungutan pajak disebut syarat. . .
a. Keadilan 
b. Yuridis 
c. Ekonomi
d. Finansial
e. Sederhana
10. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang karena bersifat memaksa. Dimana hak dan kewajiban Wajib Pajak maupun petugas pajak harus diatur didalamnya. Hal ini merupakan syarat pemungutan pajak yang disebut syarat. . .
a. Keadilan
b. Yuridis
c. Ekonomi
d. Finansial
e. Sederhana 
11. Pajak yang dialakukan oleh Negara harus berdasarkan undang-undang agar yang melanggar dapat dikenakan sanksi. Dalam asas pemungutan pajak menurut Adam Smith, ini disebut Asas. . .
a. Kesesuaian 
b. Kepastian hukum
c. Tepat waktu
d. Diskriminatif 
e. Efisien 
12. Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan undang-undang pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya disebut. . .
a. Wajib pajak
b. Pengusaha Kena Pajak Terdaftar
c. Petugas pajak
d. Penanggung pajak
13. Hak yang diberikan kepada Wajib pajak untuk meminta pengembalian kelenihan pembayaran pajak disebut hak. . .
a. Keberatan 
b. Banding
c. Retribusi
d. Restitusi
e. komprnsasi
14. berikut ini bukan termasuk kewajiban Wajib Pajak, yaitu. . .
a. mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak
b. melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak
c. mengisi surat pemberitahuan
d. memperpanjang waktu penyampaian surat pemberitahuan pajak penghasilan
e. membayar atau menyetor pajak yang terutangg
15. Apabila dalam penelitian atau pemeriksaan ada pajak yang tidak atau kurang dibayar, aparatur pajak wajib menerbitkan . . .
a. Nomor Pokok Wajib Pajak
b. Surat Tagihan Pajak
c. Pengusaha Kena Pajak
d. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
e. Surat ketetapan Pajak Lebih Bayar
16. Pihak yang menerbitkan surat paksa dan penyitaan apabila pajak tidak dilunasi adalah. . 
a. Penanggung pajak
b. Aparatur pajak 
c. Pengusaha pajak 
d. Pengusaha Kena Pajak
e. Wajib Pajak
17. Surat yang digunakan oleh Wajib pajak untuk melaporkan penghitungan pajak dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peratuan perundang-undangan perpajakan disebut. . .
a. Surat Pemberitahuan Pajak
b. Surat Setoran Pajak
c. Surat Ketetapan Pajak
d. Surat Pemberitahuan Pajak Masa
e. Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan
18. Dasar hukum yang menyebutkan bahwa Wajib Pajak yang telah mendapat izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukaan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah, wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan mata uang selain Rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, tertera dalam. . .
a. Pasal 1 ayat 3 UU KUP
b. Pasal 1 ayat 3a UU KUP
c. Pasal 3 ayat 1 UU KUP
d. Pasal 3 ayat 1a UU KUP
19. Salah satu fungsi SPT bagi Pengusaha Kena Pajak adalah. . .
a. Sebagai sarana untuk melaporkan perhitungan jumlah PPN dan pajak-pajak penjualan tentang pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran
b. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek
c. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
d. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu Tahun Pajak.
e. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan.
20. Surat pemberitahuan pajak (SPT) Masa adalah Surat Pemberitahuan Pajak yang diguanakan untuk pelaporan pajak secara. . .
a. Harian 
b. Mingguan
c. Bualanan
d. Tahunan
e. Harian dan bulanan
21. Surat Pemberitahuan Pajak yang disampaikan oleh Pengusaha Kena Pajak dengan batas waktu penyampaian paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir adalah jenis pajak. . .
a. PPh Pasal 25
b. PPh Pasal 26
c. PPh dan PPnBM
d. PPh dan PPnBM DJBC
e. PPh Pasal 21 DJBC
22. Batas waktu penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21 adalah. . .
a. Paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak Berakhir
b. Empat belas hari setelah Masa Pajak berakhir
c. Paling lambat 7 (tuju) hari setelah batas waktu penyetoran pajak berakhir
d. Paling lambat 15 (lima belas) hari setelah Masa Pajak berakhir
e. Paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah Masa Pajak berakhir
23. Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak disebut. . .
a. Surat Pemberitahuan Pajak Masa
b. Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan
c. Surat Setoran Pajak
d. Surat Ketetapan Pajak
e. Surat Tagihan Pajak
24. Pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dapat dilakukan dalam hal. . .
a. Wajib Pajak orang pribadi mengajukan penghapusan
b. Wajib Pajak badan menutup usahanya
c. Wajib Pajak Bentuk Usaha Tetap menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia
d. Wajib Pajak merupakan pengusaha kecil
e. Pengusaha Kena Pajak mengajukan secara tertulis
25. Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran pajak atau penyetoran atau pembayaran pajak yang tertuang ke kas Negara melalui kantor pos, dan atau bank badan usaha milik Negara atau bank usaha milik daerah, atau tempat lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan disebut. . .
a. Surat Peberitahuan Pajak
b. Surat Setoran Pajak
c. Surat Ketetapan Pajak
d. Surat Tagihan Pajak
e. Surat Pembetulan Pajak
26. Surat setoran pajak merupakan formulir yang digunakan sebagai sarana dan bukti pembayaran. . . 
a. Surat pembayaran pajak
b. Bukti setoran pajak
c. Surat ketetapan pajak
d. Surat pembayaran pajak
e. Surat pemberitahuan pajak
27. Fungsi Surat Setoran Pajak bagi Wajib Pajak adalah. . .
a. Sebagai pengganti bukti potong/bukti pungut bagi pembayaran PPN Impor, PPN Bendaharawan, PPh Pasal 22 Impor, PPh Pasal 22 Bendaharawan, PPh Final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan PPh Final atas persewaan Tanah dan Bangunan tidak dapat menggunakan SSP Khusus.
b. Pembayaran dan pelaporan pajak yang telah dilaksanakan pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak.
c. Pelaporan pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran
d. Pelaporan dan pelunasan yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak.
e. Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong, atau dipungut, serta disetorkan.
28. Surat Setoran Pajak Standar (SSPS) adalah. . .
a. Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan atau berfungsi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kantor penerima pembayaran dan digunakan sebagai bukti pembayaran.
b. Surat yang berisi pelaporan pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran.
c. Pelaporan dan pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pihak lain dalam satu Msa Pajak.
d. Sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak  yang dipotong atau dipungut, serta disetorkannya.
e. Surat Setoran Pajak Standar dan Surat Setoran Pajak Khusu.
29. Sarana pembayaran pajak ada dua macam yaitu . . .
a. Surat Setoran Pajak Standar dan Non-Standar
b. Surat Setoran Pajak Standar  dan Surat Setoran Pajak Khusus
c.  Surat Setoran Pajak Khusus dan Surat Setoran Pajak Tak Khusus
d. Surat Setoran Pajak Standar  dan Surat Setoran Pajak Tak Khusus
e. Surat Setoran Pajak Non-Standar dan Surat Setoran Pajak Khusus
30. Yang tidak termuat dalam SSP Khusus adalah. . .
a. Nomor Pokok Wajib Pajak
b. Nama Wajib Pajak
c. Status Perkawinan Wajib Pajak
d. Identitas Kantor Penerima Pembayaran
e. Nomor Ketetapan (untuk pembayaran, STP, SKPKB, atau SKPKBT)
